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Lupas (Selalu) enuh

Dwi Haryadi

BU pertiwi kembali berdu
ka. Saudara kita, 44 warga
binaan menadi korban ke-
bakaran di kmbaga l'cma
syarakrtan TanScr.rnt. Pc'
hv,.hih ulama lebalaran
sfoang dalam prmes penye-

Iidikan Lepolisian. Dugaan sementara
adrla}l korsletmA listriL. Sementara itu, '
Pak Menteri Hukum dan HAM dalam
ket€rangannya menyampaikan masalah
klasik dunia laPas kita yalni over kaPa-
s'tas. Ibarat truk yanS muatarmya mc
lebihi beban berat seh,arusnya, potcr6i
teriadi kecelakaan sangat besar dengan
dampak yanS tentu juga lebrh b('sar iuga.

Ov€rcrirnin.liz.lion
Tentu ada banyak faktor P€ny€bab

kenaoa laDas s€lalu eenuh Pertrma,
overlriminatizatron. balam formutasi
perahrran perundanS-undanSan sanksi
pidana yang sifatnya ultimum reme-
aium atau obat/sarana terakhir iustru
dalam kebiiakan legislasi kita makin
m€nebar iaring pidana..Padahal sifat
Demrdanaan adalah menderitaLan, di
:ntaraiya melalui Pidana P€niara lbarat
masakan, pidana peniara s€P€rti Saram
yanS selalu harus ada dalam iembuatan
undang-undang.

Di KIIHP sendiri dalam Buku 2
tentanS keiahatan dan Buku 3 lentang
pelanggaran, ancaman PtdananY.
didominasi dengan p€niara atau kur:u_
ngan. rikapun ada Pidana denda, mala
dialtematiJkan dengan pidana Peniara.
Artinya potensi ketok palu hakim Pada
DeNaia sansat terbu-ka lebar. Sebagian
Lahi<an d i.kimula tllkan dengan sanlsi

Okelah KUHP kita sebagai t',rarisan
kolonial Belanda yans sudah PUblish
dari abad I7 dima; tuiuan pemidaruar

rnasih didominasi dengan t$ri P€mbala'
san D' mana pelaku t€jahatan masul
penjara menj.di cara mcmbilas Perbui-
tannya isar ada €fek,tra sckaliSls j.1di

solusi mensurangi angld kriminalili\
dcngan membatasi ruan8 Seraknya di
rnasyarakal. Namun, faktanya Pdniarr
makG penuh diisi oleh p€ndatangbarr'
atau iustru rcsidivis. Artinya rclcvansi
peniara p€nuh dengan kriminalilas
berkurang tidak menemukan titik tcmu,
tetapi iuslru titil buntu. Ktiminaliti\
yans multik Lrsa bdakbisadiPutus mrln
iantainya hanya dcngan mcmeniarakan
pelaku, Iarena sebab-sebab kejnhatan
itu iustru berada dt luar peniara, yakni
sosial ekonomi-

Minim varian 6anksi
S€ben mya sislcm sanki Pidara Lrla

mcnganut double track system, yakni
sanlci pidana dan tindakan. Il$rung su_

dah ad: sanksi hndakan mulai tersebrr
di bcrbasri undang undang. Namun,
tidak banvak dan itu pun deng.n va-
rian yang hi^im. Bes.r haraPan, san-ks,

tmdakenrneniadr allematif r(lmgurangi
penun sesaknya lembaga pcmasyaraka_
tan. Butuh risel untuk melihat seberaPa
iauh sanksi tindakan dibcrilan dan
'bagaimana efektivitasnya dalam mcn-
capai tujuan pemidanaan

Penting melaluLrn komParasi dentan
kebiiakan sistem sanksi di beberapa
negira lain guna menambah alternatif
vaiian sanksi yang proporsional de-
nsan tindak pidana yang dilakukan.
Barda Nawad Arief m€ncontohkan, di
Deruna* ada yang dikerul dentan semi_
liberte di mana nampidana yang dijatuh-
kan pidana enam bulan at.u ktrrang
dibeii kesempatan untuk menjalani
pidana di luar lembaga Penjara. Awal-
nva semi-Iib€rle meniadi ienis pidana

peniara malam hari dt mana tahanan
kcmbalr kc pcniara sore hari setelah
belerir. Tentu pen€rapan sanksi i^i ada
syarat dan PcngJwasnn Ic!at. n lterrlatif
l;innyi lerji sostrl atau pcmcnuhrn
kcwaiibrn rdit scbatiimani sudah
tercanlum dalrm RUU KUHP.

Faktor pc,ryebab Pcn,ar, PcnLrh,
di samping ovcrcriminaLzat'on dan
minimnvi vi.ian srnksi di atas tcnhr
mrsrh b;nyak lagi, seperti terbatasnya
media penal, pro Lonlra hik remisi,
mindset pcnjara s€baga i satu-satunya
l€mpal atru balasan yang setimpal se

buah kejahatan. Termasuk Pandangan
bahwa pclaku harus dijebloskan ke
penjara karcna berbahaya, khawatir
mengulangi perbuatan dan argumentasr
Iainnya yang iustru jaun dari semanSat

Tokyo Rules
Standard Minimur Rules (SMR)

untuk tindakan+indakan non_custodial
sudah hadn di p€nghuiung tahun 1990
sebaaai hasil dari tongres PBB k€-8
menicnai The Prevention of Crime
arid The Treatment of Offende6. Per-
timbangan SMR antara lain, Pertama
p€rlunya mengembangkan strategi lokat,
nasional, regional,&n internasional di
bidans p€mbinaan p€laku tindak Pidana
yana bersifat non_institusional Kedua,
llteinalif pidana p€niara men,ad' sa-
rana efektrf untuk p€mbinaan Pelaku
tindak pidana dan keunt'rngan baSi

K;lisa, pembalasan kemerdekaan
hanya, dapat dibenarkan dilihat dari
sudut keamanan masyarakat, pdncega-
han kejahatan" pembal.san yang adil
dan penangkalan, dan tujuan utama
dirri sistem peradilan pidana adalah re-
integrasi pelaku tindak pidana ke dalam

masyarakat. Keempat, meningkatnya
popinasi p€niara dan makin Padatnya
pcnjrra merupakan faltor yanS menun-
bulkan kesulrtan penerapan SMR.

Keempat pertimbantar di atas rnenun-
tut kita untuk mempnoritaskan strategi
pcmbinian narrp'dana yang bersifat
non-instilusr,,nal. mcncari alt€rnatif
varian san ksi yang cleltif selain Penjara,
kcmbaliny,r niripidana kc masyarakrt
mcniadi tuju.rn utama Pemidanaan
dan terakhir pcnuhnya Pen,ara iustru
mehshambJt SMR. Arlinya kebiiak n
menimbah rumlah pentara dengan ala-
san ovcr lapasrlas hdaklah sclalu tepat
Beberapa vinan rtternahf sanki yang
dir€komcndasilan olch SMR seperti
saksi tsan (vcrbal sanction), pelepasan
bersyarat, sanLsi ekonomi, Santi rugi
kepada lorban, pidana b€lsyaral, PenSa'
wasan, p€nahanan rumah, dan lain_lain.

Semdea SMR mendapat Pcrhalian
serius kita bersama, terkhusus dalam
Iegislasi peraturan perundanS-unda-
ngan Le depan. Tidak tembali latah me-
mlsukran peniara sebagai sanksi, ranPa
ada flelcsibilrtas.llcmati, varian sanksi
lain sesuai den8an perbuatan pidananya.

Kita b€rdoa agar s€mua korban me-
ninggal dalam kagedi kemanusian di
Lapas Tangerang daPat diterima di
sisi-Nya, d.n yang masih dnawat daPat
l€kas sembuh Krta berharap ini jadi
tsagedi terak}lir dan penyelidilan segera
menemukan tilil t€rang s€hingga ada
pihak-pihnk yang d apa t d imintakan Per-
ianssunsi.waba nya secara hul um atau
mininul s€€ra moral. MenSingat temPat
yang terbakar ini mrlik negara yanS
beroperasi alas kebiiakan-kebijakannya
denfan tujuan muha untuk membina
warga binaan yang hak aFasinya juga
wajib dilindunSi negara. (')

Dosen Fakullas Hukum UBB
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